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LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR BUANA ARTHA LESTARI
PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2023

PENDAHULUAN

Sehubungan dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang
PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT, SEOJK
N0.24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Perubahan Atas SEOJK No.
5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK
PERKREDITAN RAKYAT, maka dalam rangka meningkatkan kinerja, melindungi kepentingan
Stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika
(code of conduct) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, bank wajib melaksanakan
kegiatan usahanya dengan pedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola.

Penyusunan laporan Tata Kelola (Good Corporate Governance) ini didasarkan pada prinsip-

prinsip sebagai berikut.

a. Transparancy (transparansi), adalah prinsip keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang

material dan relevan termasuk pula keterbukaan dalam proses penggambilan keputusan.

b. Accountability (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ

perusahaan sehingga pengelolaan berjalan secara efektif.

c. Responsibility (pertanggungjawaban), adalah kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan

perundang-undangan.

d. Independency (independensi), yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa pengaruh

atau tekanan pihak manapun.

e. Fairness (kewajaran), yaitu keadilan dan kesetaraan hak-hak pemangku kepentingan yang timbul

berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) prinsip Tata Kelola tersebut atau yang disebut dengan Good
Corporate Governance (GCG), maka berikut telah kami susun Laporan Tata Kelola PT. BPR Buana
Artha Lestari Periode Tahun 2023

I DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN TATA KELOLA

Penyusunan Laporan Tata Kelola ini didasarkan atas:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola
bagi Bank Perkreditan Rakyat;



3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata
Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur Tata Kelola perusahaan dibuat untuk penerapan check and balance, sistem
pengendalian internal yang baik, serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas.
Struktur Tata Kelola PT BPR Buana Artha Lestari terdiri atas:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

2. Dewan Komisaris

3. Direksi

4. Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan

5. Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko

6. Pejabat Eksekutif Audit Internal

HASIL PENERAPAN SENDIRI (SELF ASSESMENT)
Self assessment yang dilakukan PT BPR Buana Artha Lestari untuk melakukan penilaian atas
11 (sebelas) unsur dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG), yaitu:

Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi
Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
Penanganan Benturan Kepentingan

Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Penerapan Fungsi Audit Internal

Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Penerapan Fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Internal
. Batas Maksimum Pemberian Kredit

10. Rencana Bisnis BPR

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

© o N g~ 0bd PR

BAB |
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
Direksi diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah mendapat
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Susunan Anggota Direksi PT BPR Buana Artha

Lestari posisi 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.



Nama Jabatan ‘ Masa Jabatan

Yusak Adi Nugroho , SE ‘ Direktur Utama ‘ 2019 — 2024
Ribka Yuniawati , Tan | Direktur YMFK | 2022 - 2027
No Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1 | Nama . YUSAK ADI NUGROHO, SE
Jabatan : Direktur Utama

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.

2. Menerapkan Tata Kelola (Good Corporate Governance) pada setiap kegiatan
usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

3. Memastikan bahwa kepengurusan dan pengelolaan bank telah dilaksanakan
sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing anggota
Direksi dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian.

4. Menetapkan strategi, kebijakan, segmentasi, pangsa pasar dalam rangka
pencapaian target rencana bisnis dan rencana strategis BPR yang telah
ditetapkan.

5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat
yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor
eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan,
dan/atau otoritas lainnya.

6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai.

7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham
dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

8. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian
kepada pegawai.

9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada
Dewan Komisaris.

10. Membuka kantor cabang atau kantor kas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

11. Memastikan bahwa penerapan manajemen risiko dan pengembangan budaya
manajemen risiko telah dilaksanakan pada seluruh jenjang organisasi.

12. Memastikan penerapan APU - PPT dan perlindungan konsumen telah
dilaksanakan pada seluruh jenjang organisasi.

13. Melaksanakan visi misi dan budaya kerja BPR dalam pelaksaaan tugas sebagai
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Direktur Utama.

14. Melaksanakan tugas lain sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

15. Direktur Utama bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang
selaku Direktur Utama.

16. Direktur Utama bertanggung jawab atas penyelenggaraan, perencanaan, dan

koordinasi dalam pelaksanaan tugas masing masing anggota Direksi.

Nama : RIBKA YUNIAWATI , TAN

Jabatan . Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Menerapkan tata kelola pada setiap usaha kegiatan BPR, mengusulkan
kebijakan dalam pengurusan dan pengelolaan bank pada bidang kepatuhan
kepada Direktur Utama.

2. Memastikan bahwa BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa
Keuangan dan peraturan perundangan lain dalam rangka prinsip kehati-hatian.

3. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dari
peraturan perundang-undangan.

4. Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan operasional
BPR.

5.  Membawahkan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko, dan APU — PPT.

6. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat
yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor
eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan,
dan/atau otoritas lainnya.

7. Memastikan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab satuan kerja

kepatuhan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Memastikan dan meningkatkan tata-tertib dan disiplin kerja.

9. Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko.

10. Melaksanakan visi misi dan budaya kerja BPR dalam pelaksaaan tugas sebagai
Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

11. Melaksanakan tugas lain sebagai anggota direksi sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

12. Mengusulkan rencana pendidikan dan pelatihan di bidang kepatuhan dan
sumber daya manusia untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

13. Bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama.

14. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang selaku Direktur
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Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Tindak Lanjut rekomendasi Dewan Komisaris

Setiap rekomendasi Dewan Komisaris pada tahun 2023 telah ditindaklanjuti,
dilaporkan pada setiap rapat yang dilaksanakan

Penjelasan lebih lanjut

Nihil

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah
mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Susunan Anggota Dewan Komisaris
PT.BPR Buana Artha Lestari posisi 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut

Nama | Jabatan | Masa Jabatan
Windy Arif Baktiar | Komisaris Utama | 2020 - 2025
Bambang Herry Purnomo, SH | Komisaris | 2022 — 2027
No Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1| Nama . WINDY ARIF BAKTIAR
Jabatan : Komisaris Utama

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola (Good Corporate
Governance) pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang
organisasi.

2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Pengawasan oleh Dewan
Komisaris dilakukan untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan
serta Anggaran Dasar.

3. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari
satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit
intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa
Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

4. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila ditemukan pelanggaran
peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan
atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

5. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya secara optimal.

6. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris
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memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar BPR, Pedoman dan Tata Tertib Kerja
Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Dewan Komisaris wajib membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan
mendokumentasikan Risalah Rapat Dewan Komisaris tersebut.

Nama : BAMBANG HERRY PURNOMO, SH

Jabatan . Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola (Good Corporate
Governance) pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang
organisasi.

2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Pengawasan oleh Dewan
Komisaris dilakukan untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan
serta Anggaran Dasar.

3. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari
satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit
intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa
Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

4. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila ditemukan pelanggaran
peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau
keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha
BPR.

5. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya secara optimal.

6. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar BPR, Pedoman dan Tata Tertib
Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Dewan Komisaris wajib membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan
mendokumentasikan Risalah Rapat Dewan Komisaris tersebut.

Rekomendasi kepada Direksi

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris telah disampaikan disetiap
rapat pengurus dan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris telah
dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh Direksi

Penjelasan lebih lanjut

Nihil




B. Kepemilikan Saham Anggota Direksi
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

. . . Persentase

No | Nama Anggota Direksi Nominal (Rp) Kepemilikan (%)
Yusak Adi Nugroho, SE Rp.0,00 0%

2 Ribka Yuniawati, Tan Rp.0,00 0%

Penjelasan Lebih Lanjut
Seluruh anggota Direksi BPR tidak memiliki kepemilikan saham pada BPR.

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan lain

Sandi Bank Nama Persentase

MO BEIEVATY BN PIIE 6 Lain Perusahaan Kepemilikan (%)

1 | Yusak Adi Nugroho, SE - - -

2 Ribka Yuniawati, Tan - - -

Penjelasan Lebih Lanjut
Seluruh anggota Direksi BPR tidak memiliki kepemilikan saham pada perusahaan lain.

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota

Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain, dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

Hubungan Keuangan

Nama Jabatan Anggota Dewan Pemegang
Direksi Komisaris Saham

Yusak Adi Nugroho, SE | Direktur Utama | Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
Ribka Yuniawati, Tan Direktur YMFK | Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut

Seluruh anggota Direksi BPR tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota direksi
lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

Hubungan Keluarga

Nama Jabatan Anggota Dewan Pemegang

Direksi Komisaris Saham
Yusak Adi Nugroho, SE | Direktur Utama | Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
Ribka Yuniawati, Tan Direktur YMFK | Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut

Seluruh anggota Direksi BPR tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota direksi
lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.




D. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Komisaris pada BPR

1. | Windy Arif Baktiar

Rp. 12.386.100.000,-

61.93 %

2. | Bambang Herry Purnomo, SH

Rp. 377.800.000,-

1.89 %

Penjelasan Lebih Lanjut

Anggota Dewan Komisaris memiliki kepemilikan saham pada BPR.

2. Kepemilikan Saham Anggota Komisaris pada Perusahaan Lain

1 Windy Arif Baktiar

Tidak Ada

Tidak Ada

0%

2 Bambang Herry Purnomo, SH

Tidak Ada

Tidak Ada

0%

Penjelasan Lebih Lanjut

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan saham pada perusahaan lain.

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan

Anggota Direksi, Anggota Komisaris Lain, dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Komisaris pada BPR

Windy Arif Baktiar

Komisaris
Utama

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Bambang Herry Purnomo, SH

Komisaris

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Penjelasan Lebih Lanjut

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan
Komisaris Lain, anggota Direksi, dan Pemegang Saham.

2. Hubungan Keluarga Anggota Komisaris pada BPR

. . . Komisaris . .
Windy Arif Baktiar Utama Tidak Ada Tidak Ada Ada
Bambang Herry Purnomo, SH | Komisaris Tidak Ada Tidak Ada | Tidak Ada




Penjelasan Lebih Lanjut

Komisaris Utama memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham. Komisaris
Utama tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain dan
anggota Direksi

Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain,
anggota Direksi, dan Pemegang Saham.

F. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan RUPS

1. Paket Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan RUPS

: : Direksi Dewan Komisaris
Jenis Remunerasi
(Dalam 1 Tahun) Jumlah Jumlah Kese- Jumlah Jumlah Kese-
Orang luruhan (Rp) Orang luruhan (Rp)

Gaji 2 945.000.000 2 343.000.000
Tunjangan
Tantiem
Kompensasi berbasis
saham

Remunerasi lainnya

Total - 854.000.000 - 262.500.000

2. Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan RUPS

Jenis Fasilitas Lain Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)
(Dalam 1 Tahun) Direksi Dewan Komisaris
Perumahan
Transportasi mobil operasional mobil operasional
Asuransi Kesehatan
Fasilitas lainnya

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang
Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat yang dimaksud gaji adalah hak karyawan yang
diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan kepada karyawan
yang telah ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan
perundang undangan termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarga nya atas suatu pekerjaan

atau jasa yang telah dilakukan.



Rasio Gaji tertinggi terhadap gaji terendah dihitung dengan menggunakan jumlah gaji yang
diterima selama setahun dan atau disetahunkan. Perbandingan rasio gaji tertinggi dan terendah

yang disetahunkan adalah sebagai berikut.

Perbandingan
Keterangan

(a/b) 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang 456 1
terendah (b) '
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota 286 L
Direksi yang terendah (b) '
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan 158 L
gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b) '
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota 353 L
dewan Komisaris yang tertinggi (b) '
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai 505 1
yang tertinggi (b) '

Penjelasan lebih lanjut: Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah masih relatif normal

H. Frekuensi Kehadiran Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (Satu) Tahun

Tanggal Rapat | Jumlah Peserta Topik/Materi Pembahasan

Evaluasi laporan keuangan BPR periode Desember
13-01-2023 2

2022

Evaluasi kinerja BPR periode Maret 2023 serta
14-04-2023 2 i o

Rekomendasi Dewan Komisaris

Evaluasi kinerja BPR periode Juni 2023 serta
14-07-2023 2 . L

Rekomendasi Dewan Komisaris

Evaluasi kinerja BPR periode September 2023 serta
20-10-2023 2 . o

Rekomendasi Dewan Komisaris

Penjelasan lebih lanjut :

Selama periode tahun 2023 Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat Dewan
Komisaris sebanyak 4 (empat) kali di mana rapat tersebut dihadiri oleh 2 (dua) orang
anggota Dewan Komisaris dengan agenda pembahasan antara lain pencapaian dan
rencana bisnis, isu-isu strategis, dan evaluasi penetapan kebijakan
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2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Windy Arif Baktiar 100 0 100,00

Bambang Herry Purnomo, SH 100 0 100,00

Penjelasan lebih lanjut :
Secara keseluruhan kehadiran Dewan Komisaris 100 %

I.  Jumlah Penyimpangan Internal ( Internal Fraud)

Total Fraud

Telah Diselesaikan

Dalam Proses
Penyelesaian

Belum Diupayakan
Penyelesaiannya

Telah ditindaklanjuti
Melalui Proses
Hukum

Penjelasan lebih lanjut

Selama tahun 2023 tidak terdapat penyimpangan/kecurangan Internal yang material dan
berdampak signifikan pada kegiatan operasional bank

J. Permasalahan Hukum

Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan 0 0
hukum yang tetap)

Dalam Proses Penyelesaian 0 0
Total 0 0




Penjelasan lebih lanjut :

Tahun 2023 tidak terdapat permasalahan hukum baik secara perdata maupun pidana yang
dihadapi oleh PT.BPR Buana Artha Lestari

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Pihak yang Memiliki Penaambil Keputusan Nilai
Kepentingan g P Jenis Transaksi Kete-
Transaksi | (Jutaan rangan

Nama | Jabatan | NIK | Nama | Jabatan | NIK Rupiah)

Penjelasan lebih lanjut :
Selama periode tahun 2023 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEPENTINGAN SOSIAL DAN POLITIK

Pemberian dana sosial kepada masyarakat selama periode tahun 2021 sebagai tabel di bawah.

Sedangkan pemberian dana untuk kepentingan politik tidak ada selama tahun 2021.

Tanggal |Jenis Kegiatan . . . Jumlah
Pelaksanaan | (Sosial/Politik) Penjelasan Kegiatan Penerima Dana (Rp)
. Sponsorship Muscab IX HIPMI
10-01-2023 Sosial HIPMI Surakarta Surakarta 2.500.000
. Biaya Sponsorship
18-01-2023 Sosial PERHAKKAS PERHAKKAS 1.250.000
. . Biaya Sponsorship Yayasan | Yayasan Tri
18-01-2023 Sosial Tripusaka Pusaka 4.000.000
14-02-2023 Sosial Biaya Spon§orsh|p Yayasan Yayas_an Santa 1.000.000
Santa Katarina Katarina
Biaya Sponsorship
21-03-2023 Sosial Kamtibmas Hari Raya Idul Polresta Solo 1.500.000
Fitri
Sponsorship Buku
16-05-2023 Sosial Kenangan SMPN 9 SMPN 9 750.000
Surakarta
Surakarta
Sponsorship Hari Raya
16-05-2023 Sosial Waisak Perhimpunan Umat | PERHAKKAS 1.500.000
Buddha Surakarta
07-06-2023 Sosial | oponsorship UMKM Warung Kita 934,000
Warung Kita
e . Sponsorship HUT Dapen
04-07-2023 Sosial GKJ ke 48 Dapen GKJ 1.000.000
16-8-2023 Sosial | Sponsorship HUT RI Kelurahan 500.000
Pajang
Sponsorship Jalan Sehat \év;r:]gaun Kidul
13-10-2023 Sosial Warga peringatan Sumpah pung 300.000
Pasar Rt 02
Pemuda -
Pajang
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. Biaya Sponsorship
06-11-2023 Sosial Kamtibmas Hari Raya Natal Polresta Solo 2.500.000
. Sponsorhip Muscab . .
14-11-2023 Sosial Hiswana Migas ke XII Hiswana Migas | 4.000.000
29-11-2023 Sosial ag?(rllzors'"p Buletin Jendela | pepiiAkkAS | 1.500.000

Penjelasan lebih lanjut

Selama periode tahun 2023 PT. BPR Buana Artha selalu berpartisipasi dalam melakukan
kegiatan sosial sebagai wujud tanggung jawab perusahaan

BAB |1

HASIL SELF ASSESMENT DAN
KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assesment

Nama BPR . PT. BPR BUANA ARTHA LESTARI

Alamat :JI Dr Rajiman No 687 Pajang Laweyan Surakarta
Nomor Telepon : 0271 - 738988

Posisi Laporan :  Desember 2023

Modal Inti © Rp. 23.832.685.349,-

Total Aset . Rp. 448.583.974.343,-

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG (Good Corporate Government) periode
tahun 2023 disampaikan hal hal sebagai berikut.

a. Nilai Komposit sebesar 1.9 dengan predikat Komposit Baik
b. Nilai masing masing faktor adalah sebagai berikut :

Penjumlahan

Faktor Total Penilaian Faktor

S+P+H
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung 1,85 0,370
jawab Direksi
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung 184 0.976

jawab Dewan Komisaris

Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan 0,00 0,000
tugas atau fungsi Komite

Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan 2.00 0,200
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR 1.90 0,190
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern 1.98 0,198
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern 2.75 0,069
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko 1.95 0,195
termasuk sistem pengendalian intern

Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit 2.00 0,150
Faktor 10: Rencana bisnis BPR 2.00 0,150
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Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan 2.00 0,150
dan non keuangan, serta pelaporan internal

Nilai Komposit

1,9

Peringkat Komposit

Ringkasan Kesimpulan Umum Penilaian Penerapan Tata Kelola

Ringkasan kesimpulan umum penilaian penerapan tata kelola periode tahun 2023 adalah sebagai
berikut:

VI.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (S+P+H : 1.85)

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi:

a. Struktur dan infrastruktur Direksi telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah terlaksana dengan baik

c. Hasil penilaian penerapan tata kelola sebagai pertanggungjawaban Direksi telah
disampaikan kepada RUPS melalui laporan tahunan dan telah disampaikan kepada
Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu Media asosiasi BPR di Indonesia

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (S+P+H : 1.84)

a. Struktur dan infrastruktur Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan

b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah terlaksana dengan baik

¢. Rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan dan telah didokumentasikan dengan baik

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (S+P+H : 0.00)
Berdasarkan modal inti BPR belum berkewajiban untuk memiliki Komite

. Penanganan Benturan Kepentingan (S+P+H : 2.00)

Selama periode tahun 2023 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penerapan Fungsi Kepatuhan (S+P+H : 1.90)

a. BPR telah memiliki Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Pejabat
Eksekutif Kepatuhan

b. BPR telah memiliki pedoman dan kebijakan kepatuhan yang memuat tentang ketentuan
internal mengenai tugas dan tanggung jawab pelaksaaan fungsi kepatuhan

c. BPR telah menerapkan fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

Penerapan Fungsi Audit Intern (S+P+H : 1.98)

a. BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif Audit Internal BPR telah memiliki pedoman dan
kebijakan kepatuhan yang memuat tentang ketentuan internal mengenai tugas dan
tanggung jawab pelaksaaan fungsi kepatuhan

b. BPR telah menerapkan fungsi audit internal sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

VII. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (S+P+H : 2.75)

a. BPR telah menunjuk Kantor Akuntan Publik ( KAP ) Ganung AB untuk mengaudit
laporan keuangan periode tahun 2023

b. Hasil audit dan Manajemen Letter KAP Ganung AB saat ini belum disampaikan ke BPR

c. Hasil audit dan Manajemen Letter KAP Ganung AB saat ini belum disampaikan ke
Otoritas Jasa Keuangan

VI1l. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (S+P+H : 2.00)
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XI.

BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko

BPR telah memiliki pedoman dan kebijakan manajemen risiko yang memuat tentang
ketentuan internal mengenai tugas dan tanggung jawab pelaksaaan fungsi manajemen
risiko

BPR telah menerapkan manajemen risiko atas empat (4) risiko yaitu risiko kredit, risiko
operasional, risiko kepatuhan dan risiko likuiditas

Batas Maksimum Pemberian Kredit
Selama periode tahun 2023 tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan BMPK

Rencana Bisnis BPR
Rencana bisnis telah disusun dan disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu

Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan

a.

BPR telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Tahunan yang
penyajiannya mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang disampaikan ke
publik melalui media pengumuman di kantor BPR Buana Artha Lestari, media massa
lokal dan dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan

Transparansi informasi produk BPR disampaikan melalui media promosi produk baik
berupa brosur, sosial media (instagram, facebook, website, twitter, dan lainnya) termasuk
layanan call center oleh customer service

Kesimpulan Umum Penilaian Penerapan Tata Kelola

Berdasarkan hasil assessment tersebut maka dapat disimpulkan bahwa prinsip prinsip tata kelola

perusahaan telah diterapkan dengan baik. PT BPR Buana Artha Lestari berkomitmen untuk tetap

melaksanakan penerapan tata kelola sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku

PT.BPR Buana Artha Lestari

—

Yusak Adi Nugroho, SE

ndy Arif Baktiar

Direktur Utama Direktur Utama
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KERTAS KERJA
LAPORAN SELF ASSESMENT PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR BUANA ARTHA LESTARI

A. FAKTOR 1
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Form B.01.00

Faktor 1:

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Onling OJK (APOLO)

=

Q'( ‘ OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Nama Lembaga Jasa Keuangan

Posisi Laporan

31 Desember 2023

Kritaria / Ins

A, Struktur din Infrastruktur Tata Kelola (S)

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 {ima puluh milyar
rupiah):

Jurniah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu a

Direksi bertindak sebagai Direkiur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

BPR dengan modal inti kurang dari RpS0.000.000.000,00 (lima pubuh milyar
rupiah);

Jumilah anggota Direksi paling sexdikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggola
Direksi bertindak sebagai Direkiur yang membawahkan fungsi kepatuhan
Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal & Kota/kabupaten yang sama, atau
kotakabupaten yang barbeda n!da Dmvm yang sama, atau kota/kabupaten di
provinsi lain yang gsung deng; pada provinsi
lokasi Kantor Pusat BPR.

Anggola Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Mon Bank
dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).
Mayaritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atbu semenda
sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan‘atau anggota
Dewan Komisaris.

Direksi tidak menggunakan penasuhat jperorangan dan/atau penyedia jasa
sebagai kecuali yaitu uniuk proyek
yang bersifat khusus yang dani sisi adanya
konsultan; telah didasar oleh kontrak yanmalas meliputi Engkup pekedaan,
tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka wakiu pekerjaan, sena biaya
dan perorangan dan‘atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen
yang memiliki kualifikasi unuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.
Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah
diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah
ditetapkan olah RUPS sebelum berakhir masa jabatannya,

Total nilai skala penerapan

Rata-rala
Bobot
Nilai struktur
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

Direksi medaksanakan tugas dan langgung jawabnya secara independen dan tidak
mamberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pangalihan tugas dan
wawenang tanpa batas.

Direksi i juti temuan awdit dan i dari Pejabat Eksekutif
yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pangawasan
Otorilas Jasa Keuangan danatau hasil pengawasan oloritas lain.

Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat
wakiu kepada Dewan Komisaris.

Pengambdan keputusan la.Dat ansl yanu bersifat strategis dilakukan

dalam hal tidak tercapai
h mufakat, atau yang berlaku dengan mencantumian
dissenting Wmﬂjlha werdapat perbedaan pendapat.

Direksi tidak BPR untuk { pribadi, keduarga, daniatau

pihak lain yang uapat alaw BPR, sera tidak
dan/atal pribadi dani BPR, selain remunerasi

dan fasiftas |annya yang ditetapkan RUPS.

Anggota Direksi It Secars ji dal;

rangka p lanlang di terkini

1erkait bi 1ugas dan

mngmjswamra pada selumn mkaran alBu penjang onganisasi antara lain
dengan peningkatan keikutseraan pegawai BPR dalam pendidikan/patatihan
dalam rangka pengembangan kualtas individu.

Anggota Direks| mampu
dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara kin pemahaman atas
ketentuan mengenai prinsip kehati-hation.

Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tenib kera anggota Direksi
yang paling sedikit mencaniumikan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.

Total nika skala penerapan

Rata-rata
Bobot

Nilai Proses

]

Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

Direksi jawab
saharm melalui HUF'S
Diretsi pegawai
strategis BPR di bidang kepegawaian,
Hasil rapat Direks: dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan
ik, termasuk secara jelas di g OpiInionS yang teradi dalam
rapat Direksi, serta dlﬂgl&an kepada seluruh Direksi.

Terdapat keahlian, dan anggota Direksi
dan stluruh ﬁm dalarm pomablaan BPR yang dunjukkan antara kin dengan

PR, p 'yang dihadapi BFR, dan
hastl sesuai

Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa
Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah
ekonomi dan keuangan sesual ketentuan.

Total nilai skala penerapan

tugasnya kepada pemegang

Rata-rata
Bobat
Nilai Hasil

PT. BPR Buana Artha Lestari

1.83
0.50
0.92

15
1.38
0.40
0,75

1.80
010
0,18

Jumiah Direksi PT BPR Buana Artha Lestari 2 orang yaitu Direktur Utama dan Direktur Yang
Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Semua Anggota Direksi bertempat tinggal di kota/ kabupaten yang Sama dengan lokasi kamtor
BPR

Anggata Direksi PT BPR Buana Artha Lestari tidak ada yang merangkap jatatan pada Bank.
Perusahaan , Non Bank dan/atau lembaga lain

Direkiur Utama dan Direktur tidak memiliki hubungan keluanga atau semendd sampai dengan
derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Direksi tidak Jasa dan atau penyedia jasa profesional

Seluruh anggota direksi telah diangkat melalui keputusan RUPS dan telah dinyatakan lulus uji
kemampuan dan kepatutan oleh oloritas yang berwenang

Direksi telah tugeas dan tangg SRCArD i o

] terbat; i dengan

Direksi talah menindaklanjuti hasil audit internal maupun ekstemal dan hasil audit QUK

Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap dan akurat kepada Dewan Komisaris

F il Ragat Direksi unituk mufakat

Direksi tidak

alau
keuntungan pribadi dari BPR

BFR untuk k i, keluarga, dan atau pihak lain yg

pribad
BPR, sena tidak mengambd atau menerima

Direksi telah o tentang dengan pening|
keikutsertaan pegawai BPR dalam idi i dalam rangka hualitas
individu

Direksi mampu g dirmiliki dim tugas dan

tanggung jwbya terutama pemahaman atas ketentuan tentang prinsip kehati-hatian

Direksi telah memiliki dan melaksanakan Pedoman dan Tata Tertib Kesja anggota Direksi
tanggal 30 September 2022

Direksi telah i atas pelak twgas Direksi kepada pemegang
saham melalui RUPS

Bank terkalt 1elah dan kepada
seluruh karyawan

Hasil rapat direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan,

Telah o
karyawan BPR

i pelatihan ik liveksi dan Seberuh

Direksi menyampaikan laporan Tata Kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di
Indonesia, 1 kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan serta website BPR sesuai
ketentuan.
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B. FAKTOR 2

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online QUK (APOLO)

m ( aronrr.\s
I(EUJ\NGAN

Nama Lembaga Jasa Keuangan

Posisi Laporan 31 Desember 2023

I T ) A S

A Struktur dan Infrastrukiur Tata Kelola (S)

1 BPR dengan modal inti paling sedikit RpS0 M: Jumiah anggota Dewan Komisaris
paling sedikit 3 {tiga) orang
BPR dengan modal inti kurang dari FipS0 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris
paling sedikit 2 {dua) orang.

2 Jumiah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumish anggota Direksi sesuai
ketentuan.

a Seluruh anggota Dewan is telah lulus Liji dan d
telah :Inmgkal melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang rnasagabanan
anggota Dewan RUPS yang ibatan
anggota Dewan sebelurn m jabatan,

4 Paling sedikil 1 {satu) anggota Dewan Komisans berempat tinggal di provinsi
yang sama atau di ketakabupaten pada provins lain yang berbatasan langsung
dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

5 BPR memiliki Komisaris Independen:

a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp30.000.000.000.00 (delapan
puluh milyar rupiah) paking sedikit 50% (lima puluh parsen) dari jumiah anggota
Dewan i adalah i

b, Untuik BPR dengan modal inti paling sedikit RpS0.000.000.000.00 {lma puluh
milyar rupiah) dan kurang das Rpm (004.000.000,00 {delapan puluh milyar rupiak),
paling sedikit satu anggota Dewan

BPR dengan modal inti kurang dan Rp 50.000.000.000.00 (ma puluh milyar
rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)

6 Drwan Komisaris memiliki pedoman dan tata tenib keda temmasuk pengaturan
etika kerga, wakiu kerja, dan rapat.

7 Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagal anggota Dewan Komisans
pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat
aksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.

-] Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau
semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan
Komisaris atau Direksi.

] Seluruh Kormisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan,
han dantst
Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pen'gendaﬁ atau
lain yang dap untuk bertindak
ind 5
Total nilai skala penesapan
Rata-rata
Bobol
Milal struktur
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
10 Dewan is telah rhad; tugas

dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Darsksl antara lain
pemberian rekomendasi atau nasihat tenulis terkail dengan pemenuhan ketentuan
BPR termasuk prinsip kehati-hatian.

PT. BPR Buana Artha Lestari

1 Dalam rangka lugas isar
dan mengs i sirategis BPR,

12 Dewan tidak terfibat dal kegtatan
operasional BPR, kecuali dalam Mlpenmw ﬂano kepada pihak terkait
sebagaimana diatur datam
kredit BPR dan hal-hal lain yang aslam dalam
rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

13 Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intem,
audit ekstern, hasil Otoritas lasa dan/atau hasil
pengawasan olontas lannya antara lain dengan meminta Direksi untuk
menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan,

14 Dewan Komisaris menye:lnakan wel:buyano cukup untuk melal&anelran tugas dan
tanggung j pat Dewan
Komisaris paling sedikit 1 :smu} kali dalam 3 bulan yang dMn ‘oleh salunuh
amgota Dewan Komisarns.

15 rapat Dewan i yang bersitat strategis telah
:Iiakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara mmanyak dalam hal tidak

ifakat, atau sesuai g berlaku dengan
wwﬂumksn digsenting opinion jika terdapat WI‘DOGSSH pendapat.

16 Anggota Dewan isaris tidak BPR untuk il pribadi,
hduarna daniatau pihak lain yanq gikan alau BPR,
dan'ata i pribadi cdari BPR, setain

rulnunems dan fasilitas lalleByangdlwapkan RUPS.

17 Anggota Dewan Komisans melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan
tugas dan tanggung jowab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
yang memerukan tindak lanjut Direksi.

Tatal nilai skala penerapan
Rata-rata
Babot

Milai Proses

(2]

. Hasil Penarapan Tata Helola (H)
18 Hasil rapat Dewan Kunlsarls dlluanqhan dalam rls-alah rapat dan

jelas, apEnions yang
terjadi jka lardanu ne!bedaan pendapat, sera dibagikan kanada seluruh anggota
Dewan Komisaris,

Total nilai skala panerapan
Rata-rata

Bobed

Milai Hasil

16
1,78
0.50
0,89

15
1,88
0.40
0.75

2,00
0.10
0,20

Jumlah angpota Dewan Komisaris yaitu 2 orang

Jumlah Dewan Komisaris sama dengan jumlah Direksi yailu 2 orang

Seluruh anggota Dewan
melalui RUPS

is telah lulus Uji dan Kep dan telah diangkat

Anggata Dewan Komisaris bertempat tinggal dikeda dan propingi yang sama dengan kantor
pusi BPR

Madal inti BPR kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

Dewan Komisaris telah memiliki Ped: dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris tertanggal 30
September 2022

Dewan Komisaris lidak merangkap jabalan sebagai Dewan Komisaris padalebin dari 2 (dua)
BPR, BPRS atau Bank Umum lain

ta Dewan i tidak keluarga atau semanda sampai dengan
‘derajat kedua dengan sesama anggota Komisaris dan Direksi

BPR belurm ad: ji 6 Diwaan sesuai dengan modal inti
Dewan telan sesuai dengan BPR
Dewan i dan meng i kebigakan strategis

Dmn Kemisaris tidak pemah tedibat dalam pengambilan keputusan, kecuall yang telah
Peraturan F dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan

Dewan isaris telah ikan Direksi i lanjuti temuan Audit Intern, Ekstern, hasil
audit OJK dan menyampaikan dokumen tindak lanjut tlemuean

Dewan Komisaris telah melaksanakan mdﬂn tanggung jewab secara oplimal sera
melaksanakan rapat pengurus secara rutin

rapal Dewan is PT. BPR Buana Artha Lestari yg bersifat
srslauls dilakukan bardasarkan musyawarah mufakat

Dewan L tickak untuk pribadi.
kebuarga atau pml: i

L tugas dan
Iﬂwmg]awb alwmu Direksi Yang Membawahkan Fungsl Hepatuhan

Hasll rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris dan
didokumentasikan dengan baik
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C. FAKTOR 3
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KOMITE

Form B.03.00 o
Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite . OTORITAS
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar) 0.'( ‘ﬁmnc.m

Aplixasi Pelaporan Onling QUK [APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Buana Artha Lestari

Posisi Laporan . 31 Desember 2023

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risike dengan anggota o Keterangan
Komite sesuai ketentuan.
Total nilai skala panerapan o
Rata-raa 0,00
Bobot 0,50
MNilai struktur 0,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

1 Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern. (1] Keterangan
2 Komite Pemantau Risike metakukan evaluasi terhadap penerapan fungss ] Keterangan
manajEmen risiko.
3 Dewan Komisaris memastkan batwa Komite yang dibentuk menjalankan 0 Kiterangan
tugasnya sacara afektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tartib
kerja.
Total nilai skala panerapan o
Rata-rata 0.00
Bobo 0.40
Milai Proses 0.00
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
1 Komite i terkait audit interm dan fungsi o Keterangan
j isiko kepada Dewan isaris untuk tindak lanjut kepada Direksi
BPR.
Total nilal skala panerapan o
Rata-rata 0,00
Bobol 0,10
Milai Hagl 0.00

D. FAKTOR 4
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Form B.04.00 L N
Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan oj( ‘ﬂ&mﬁ
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan © PT. BPR Buana Artha Lestari

Posisi Laporan © 31 Desember 2023

A Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (5)

1 BPR memiliki kebigakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan 2 BPR tetah memilixi
kepentingan yang mengikal setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk
e i dan . " -
dalam Risalah Rapat.
Total nilai skala panerapan 2
Rata-rata 2,00
Bobad 0.50
Milai struktur 1,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2 Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota 2 Tickak ada benturan kepentingan
Direksi, dan Pejabat Eksekulif tidak mengambil tindakan yang dapat menugikan
ataw mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi ransaksi yang
memikki benturan kepentingan tersebut.

Total nilai skala panerapan 2
Rata-rata 2,00
Bobot 0.40
Milai Proses 0.80
C. Hasdl Penarapan Tata Kelola (H)
3 Benturan ingan yang dapat ikan BPR atau qurangi 2 Tickak ada benturan kepentingan

BPR di dalam setiap dan telah i dengan baik.

Total nilai skals peneragan 2
Rata-rata 2,00
Bobot 0,10
Milai Hagil 0.20
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E. FAKTORS5

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN
Form B.05.00
Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Apliasi Pelaporan Onling QUK (APOLO)

m ( ‘ OTORITAS
KEUANGAN

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Buana Artha Lestari

Posisi Laporan 31 Desember 2023

A Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
1 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (ima puluh milyar
fungsi

rupiah): Anggota Direksi yang
persyaratan paling sedikit untuk:

a. tidak mevangkap sebagai Direktur Utama;

b tidak bidang i dan dana;

c. marnw bekerja secara independen,
BPR dengan maodal inti kurang dari Rp50,000.000.000,00 (lima nuluh milyar
rupiah): Anggota Direksi yang fungsi
penyaluran dana.

2 Anggota Direksi yang

fungsi

o o lain

3 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000.00 (ima puluh milyars
rupiang:

dengan an kerja
kepatuhan ynng |nthnnndm terhadap satuan keda atau lungsl ‘operasional.

BPR dengan modal intf kurang dari Rp50,000.000.000,00 (lima puluh métyar

fupiah];
Fungsi dilakukan dengan Pejobat Eksekutif
yang i fungsi i rhadap kerja atau fungsi
operasional.
4 Satuan l:arja kanemhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
hkeja, sistem, dan ptosedul!:epaluhan

5 BPR memiliki intem

bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Exsel«nil yang menanqanl fungsi

Kepatunan,

Total nilai skala panerapan

Rata-rata

Bobot

Milai struktur

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

6 Anggota Direksi | langkah-

langkah yang unituk BPR telah i seluruh
‘Ooritas Jasa gan dan p i3 lain

termasuk ian lap pada Otoritas Jasa gan dan otoritas
lainnya.

7 Anggota Direksi yang ungsi upaya untuk

i BPR antara lain melalui sosialisasi dan

pelatinan ketentuan terkini.

B Anggaota Direksi dan menjaga

9 fungsi
kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Oloritas
Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pmgam apabila werdaga
kebijakan dan/atau hapmusan Direksi BPR yang manyimpang dari ketentuan

Dtoritas Jasa 0
9 Satan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan r, sera

kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesusi dengan ketentuan Otoritas Jasa
dan

10 Satuan kerja kapemhnn alau Pejabat E!:sehulj! yang menangnni fungsi kepatuhan

reviu danatou
mualm ketentuan, sistem maupun pmseuuryang dimiliki oleh BPR awmuau

dengan Ortaritas Jasa
Total nilai skala peneragan
Rata-rata
Bobot
Milai Proses
C. Hasil Penarapan Tata Kelola (M)

1 BPR berhasil

tinghat

termadap

12 Anggota Direksi yang fungsi laporan
pelaksanaan luges dan langgung jawab secara berkala kepada Direktur Utama
dengan lembusan kepada Dewan Komisans. Dalam hal anggota Direksi yang

fungsi adalah Direkiur Utama, laporan disampaikan

kepada Dewan Komisaris.
13 Anggota Direksi Fungsi laparan
khusus kepada Otoritas Jasa Ksumgan apabila terdapat kebiakan atau
Direksi yang Otoritas Jasa Keuangan

dan/atau Iam sesual Otorias Jasa
Keuangan,
Total nilai skala panerapan
Rata-rata
Bobol
Milal Hasil

1.80
0.50
0.90

10
2.00
0,40
0.80

2.00
0,10
0,20

‘Anggota Direksi yang fungsi sebagai Direktur Liama
JMidak dan dana soﬂs mampu bekerja secara independen
fungsi telah Otoritas

Anggota Direksi yang
Jasa I dan

Iain yang berkaitan d

PT. BPR Buana Artha Lestari sudah membuat strukiur organisasi yang telah menunjuk Pejabat
Eksekutil yang fungsi yang

dah d

PE padoman karja, sistem dan prosedur
kepatuhan

PT.BPR Buana Artha sudah memiliki
tanggung jawab PE Kepatuhan

intern

i tugas , dan

Anggota Direksi yang Fungsi tetah BPR telah
memenuhi peraturan Otortas Jasa Keuangan dan menyampaikan laporan secara lepat wakiu

Anggota Direksi yang Fungsi telah
dengan isasi d ihan i terkini
Anggota Direksi Yang Fungsi tedah yang

berlaku di Oloritas Jasa gan dan

ikan bahwa selurub kebij i di
Iwgatan usaha BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

prosedur serta

PE telah kinian dan kebijakan sesual dengan
Otoritas Jasa gan d G 5 0 5
PT BPR Buana Artha Lestari tidak terhad,

‘Anggota Direksi Yang Fungsi telah |laparan
pelaksanaan lugas dan tanggung jawab secera berkala sesual ketentuan yang beraky

Belurm ada laporan khusws yang disampaikan kepada Otoritis Jasa Keuangan tentang kebiakan
yang menyimpang PT. BPR Buana Artha Lestari
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F. FAKTOR 6

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN
Form B.06.00
Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelagoran Online OJK (APOLO)

m ( ‘ OTORITAS
KEUANGAN

Nama Lembaga Jasa Keuangan

Posisi Laporan 31 Desember 2023

PT. BPR Buana Artha Lestari

A, Struktur dan Infrastrukiur Tata Kelola (S)

1 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (ima puluh milyar
rupiah:
BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAL),

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah):

BPR memiliki Pejabat Eksekulif yang benanggung jawab terhadap pelaksanaan
fungsi audit intem.

2 SKAI atau Pejabat Eksekutil yang 90!
fungsi audit inbern telah memaliki dan i ria sistem dan
prosedur untuk melaksanakan tugas bagi ‘auditor intern sesuai peraturan

perundang-undangan dan telah disetujs cleh Direktur Lhama dan Dewan
Komisaris.

a SHAI atau Pejabat Eksekutif yang
fungsi audit intern o
terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).

4 SKAI atau Pejabat Eksekutif jawab terhadap
fungsi audit intern benanggung jawab langsung kepada Direkiur Utama.

5 BFR memiliki program reknitmen dan pengembangan sumber days manusa yang
melaksanakan fungsi audit Intem,
Total nilai skala panerapan

Q jawab terhadap
kecja

jawab terhadap

(satwan kerja

Rata-rata
Bobot
HMilal struktur

B. Proges Penerapan Tata Kelola (P)

5] BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit
intern yang telah disusun cdeh BPR pada seluruh aspek dan unsur heulabm yang
Secars langsung dapat BPFR dan
masyarakal

7 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000.00 (ima puluh milyas
rupiahj:
BPR ihak ekstem untuk kaji ulang paling sedikit 1 {satu)

kali datam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi
audd intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan,

BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar nupéah):
diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)

8 Pslsl:samn fungsl audit intern (kegiatan audii) dilaksanakan secara memadai
audit, program audit,
peialrsmaan am. polaporsn sl audit, dan tindak lanjut hasil audit.
a BFR ity sumber daya Manusia secara

berkala dan berkelanjutan terkail dengan penerapan fungs sudit intem.
Total nilai skala penerapan

Rata-rata
Bobot

Milal Proses

(=]

. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

10 SKAI atau Pejabat Eksekutif yang jawab terhadap
fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan auds intem kepada
Direktur Utama dan Dewan Komesaris dengan tembusan kepada anggota Direksi
yang membawahkan fungss kepatuhan.

n BPR telah Laporan okok-pokok hasil audit intem
dan laporan khusus (apabila ada Denymmanp kepada Otoritas Jasa Kewangan
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

12 BPR dengan modal inti paling sedikit RpS0.000.000.000,00 (ima puluh milyar
rupiah}:

BPR menyampaikan laporan hasil kaji wlang oleh pihak ekstem kepada Otoritas.
Jasa sesual Otoritas Jasa

BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,000,00 (lima puluh milyar
rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
13 BPR dengan modal inti paling sedikit RpS0.000.000.000.00 (ima puluh milyar
"-lliﬂ')
atau Kepala SKAI
mmﬂ Dtoritas Jasa Kﬁw ml ketentsan Otoritas Jasa Keuangan:

BFR dengan modal inti kurang dari RpS50.000.000.000,00 (lima puluh mityar
rupiah):

BPR ikan laporan pengang atau ian Pejabat Eksekutif
yang jawab terhadap gsi audit intern kepada Otoritas.
Jasa sesuai Coritas Jasa

Tatal nilai sl:m panerapan
Rata-rata

Bobot

MNilai Hasil

2.20
0,50
1,10

1.75
040
0,70

1,75
010
0,18

PT. BFR Buana Artha Lestari memiliki Modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lma pubuh
milyar rupiah) BPR telah mengangkat Pejabat Eksekutif fungsi audit intern (PE Al) yang
melakukan Fungs: Audit Interm

Pejabat Eksekut! )‘Bhﬂ MOHBHWH Fungsi Audit Intern sudah Memlllﬂ pedoman kerja sera
sistem dan progedur unt tugas il yang di i olish Direkiur Utama dan
Dewan Komisaris

Pejabat Eksekutif Audit Internal bekerja secara Independen terhadap satuan kerja Operasional

Pejabat Eksekutif Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direkiur Utama

PT. BPR Buana Artha belum memiliki
fungsi audit intem

SDM yang

PT. BPR Buana Artha Artha telah
unsur kegiatan BPR

Fungsi Audit da seluruh aspek dan

PT. BPR Buang Artha Lestar belum punya kewajiban untuk Kaji Ulang #las kepatulan terhadap
standar pelaksanaan Fungsi Audit Intem

Pelaksanaan kegiatan Auwdit Intern di PT. BPR Buana Artha Lestari dilakukan secara independen

dan memadal dimulai dan persiapan audit, penyusunan program audt, pelaksanaan audit dan

tinckak Lanjut hasil audit
BPR akan ity k lan sumber daya secara berkala dengan cara
mengkuti sosialisas atau pelatinan

Pejabat Eksekutif Audit Intern melaporkan pelaksanaan dan hasil audit intern kepada Direktur
Lama secara peniodik

PT. BPR Buana Artha Lestani sudah melaporkan hasil pelaksanaan dan pokok- pokok audit
intern kepada Otoritas Jasa Keuangan

PT. BPR Buana Artha Lestar memiliki Modal inti kurang dari Rp50.000,000.000,00 (lima pubuh
milyar rupiah)

PT. BPR Buana Artha Lestari telah melaporkan kepada OJK berkaitan dengan pengangkatan
Pejabat Eksekutil Audit Intermnal sesuai ketentuan
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G. FAKTOR 7
PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Form B.07.00

L
Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Oj( OTORITAS

Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)

Apliasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

JASA
KEUANGAN

Nama Lembaga Jasa Keuangan

Posisi Laporan . 31 Desember 2023

A Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1 Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

i a3pek k legali jian kerja, ruang lingkup audi, standar
profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan
‘dangan KAP dimaksud.

Total nilai skala penerapan

Rata-rata
Bobat
Milai struktur
B. Proses Penarapan Tata Kelola (P)

. PT. BPR Buana Artha Lestari

2 Dal audit laporan gan BPR, BPR Akuntan Publik
dan KAP yang terdafar &i Otoritas Jasa gan sena '
RUPS wsulan Dewan isar

3 BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letier kepada Otoritas
Jasa Keuangan.
Tetal nilai skaty peneragan
Rata-rata
Bobat
Nilai Proses

C. Hasll Penerapan Tata Kelola (H)

4 Hasil sudit dan il Letter telah el BPR dan
disampaikan secara epal waklu kipada BPR oleh KAP yang ditunjuk.

3 ruang ingkup audi i

Ci il audit paling i i deng:
diatur dalam ketentuan Otositas Jasa Keuangan.
Total nilai skala penarapan

Rata-raty

Bobot

Milal Hasil

2,00
0.50
1.00

350
0.40
140

3,50
0,10
0.35

Akumtan Publik Ganung AB yang 13 it Laporan PTBPFR

Buana Artha Lestari

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Ganung AB sudah terdaftar & OJK dan memparaleh
persetujuan RUPS

PT BPR Buana Artha Lestari belum melaporkan hasil Audit KAP dan Management Letter
Kapada CuK

Hasil Audit dan Management Letter oleh KAP Ganung AB belum disampaikan ke BPR

Hasil Audit oleh KAF Ganung AB sudah sesuai dengan ruang lingkup audit yang diatur datam
ketentuan OJK
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H. FAKTOR 8
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN
INTERN

Form B.08.00

Faktor 8 Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan
Posisi Laporan

I S ™ T

PT. BPR Buana Artha Lestari
31 Desember 2023

A Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

BPR dengan modal inti paling sedikil Rpa0.000.000.000,00 (delapan puluh milyar
rupiah):

BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen
Risiko;

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 {ima puluh milyar
rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000.00 (defapan puluh milyar rupiah):
BFR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;

BPR dengan maodal inti kurang dan Rp50.000.000.000,00 (lima pukdh milyar
rupiah):

BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawak
terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko,

BPR mamiliki kebi Risike, prosedur
penatapan limit Risiko.

BFR mamiliki kabijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko
yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.

Total nilai skala panerapan

Risiko, dan

Rata-rata
Babot
Milai struktur
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

Diiresksi:
a. dan pedoman Risiko sicara
tertulis, dan
b. i dan transaksi yang
Direksi.
Dewan Komisaris:
a. jui dan meng ¥ ? Risiko,
Direksi atas kebijakan

Manajemen Rasdco dan

Direksi yang berkaitan dengan

lrmms yang juan Dewan
. dan

Risikolsrmumunm faktor Risika yang bersifat material.
BPR sistem peng intern yang

BPR menerapkan manajemen risike atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan,

BPR mamiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen
yang mampu menyediakan data dan informasi yang lenglwp akurat, kini, dan utuh.

Direksi telah q gan bud risiko pada seluruh
jenjang i d i | SOM antara lain metalui pelatihan
dan/atau sosialisasi mengenal manajemen risiko.

Total nilai skala panerapan
Rata-rata

Babot

Milai Proses

(2]

. Hasil Penarapan Tata Helola (H)
BPR menyusun laporan profil risiko dan profl risike lain (jika ada) yang dilaporkan
kiepada ioritas Jasa sesuai ketenhsan Otoritas tasa Keuangan.

BPR THEMTYLESLR Ismn produi dan aklivitas ban yang dilapedkan kepada Olortas
sesual Ooritas Jasa

Total nilai skala penerapan
Rata-rata
Babot

Milai Hasil

2,00
0.50
1,00

2,00
0.40
0.80

1,50
0,10
0,15

BPFR telah menunjuk salu orang Pejabat Eksekutil yang beranggung jawab lerhadap penerapan
fungsi Manajemen Risiko

BPR telah memiliki
limét Risike.

BPR telah memiliki pedoman mengenai produk dan atau aktivitas baru

Risiko, prosedur Risiko, dan

BPR telah o fungsi Risiko
Dewan is telah i dan P I Risiko d;

o Direksi atas jomen Risiko
BPR telsh 5 o Risiko

proses
yang disusun dalam Laporan Profil Risiko
BPR telah menerapkan sistem pengendalian intém secara menyeluruh

BPR terus b s ;.

risike

BPR terus maningkatkan sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen
yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.

Direksi telah budaya manajs isiko salah satunya dengan

BPR tetah menyusun Laporan Profil Risiko pada Semester 2 tahun 2023 dan telah dilaporkan ke
Otoritas Jasa Keuangan

BPR bilurn ada produk dan alau aktivitas bar

m ( ‘ O'I'CIRITAS
KEUANGAN
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I. FAKTOR9
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

Form B.09.00
Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit

m ( ‘ O'I'ORITAS
KEUANGAN

Aplixasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan PT. BPR Buana Artha Lestari

Posisi Laporan 31 Desember 2023

A Struktur dan Infrastrukiur Tata Kelola (S)

1 BPR telah memiliki ketiakan, sistem dan prosedur tenulis yang memadai terkait 2
dengan BMPK termasuk pamberian Mtkanada pihak terkait, debitur grup,

PT.BPR Buana Artha Lestari sdh mempunyai Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan

dan/atau debitur basar, berikut sebagal

bagean atau bagian terpisah dari pedoman unuam perkreditan BPR.

Total nilai skala penerapan 2

Rata-raa 2,00

Bobot 0,50

MNilai struktur 1.00
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2 BPR secara berkala 1 i di i kabijak istemn d 2 PT.BPR Buana Astha Lestari luasi dan i sistem dan prosedur
prosedur BMPK agar di dengan BMPK sacara berkala

a Proses pamberian kredit oleh BFR kapndaplhak terkait dan/atau pamberian kredit 2 PT.BPR Buana Artha Lestari dalam kradit sudah i dengan tantang
besar telah tentang BMPK dan BMPK
mempeshatikan prinsip kenall-haﬂan maupun pafsluran perundang-undangan.

Total nilai skala panerapan 4

Rata-rata 2,00

Bobol 0.40

Milai Proses 0,80
C. Hasd Penerapan Tata Kelola (H)

4 Lapaoran pemberian kredit oleh BPR kepada pchak herkall dan/atau pemberian 2 Laporan lredit kepada Pihak Terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan
kredit yang dan/atau fatau melampaui BMPE satiap bulan sudah dilaporkan kepada OuK dengan tepat wakiu sesuai
berkala kepada Croritas Jasa Keuangan SOWB bensr ﬂaﬂ tepat wakly sesual ketentuan OJK
ketentuan Cloritas Jasa Keuangan,

5 BPR tidak dan'atau BMPHK Otoritas Jass 2 BPR tidak melakukan pelanggaran BMPH
Keusngan.

Total nilai skala panerapan 4

Rata-rata 2,00
Bobol 0.0
Milai Hasil 0,20

J. FAKTOR 10
RENCANA BISNIS BPR

Form B.10.00
Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

m( ‘ OTORITAS
KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLD)

PT. BPR Buana Artha Lestari
31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan
Posisi Laporan

Fencana Bisnis Bank telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisars

A Struktur dan Infrastruidur Tata Kelola (5)

1 Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan 2
Komisaris sesual dengan visi dan misi BPR.

2 Rencana bisnis BPR barkan rencana strategis jangka panjang dan 2 Rencana Bisnis Bank telah menggambarkan rencana strategis Jal\gka palqang dan rencana
rencana hisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian pelrnasalahan BPR yang bisnis tahunan termasuk rencana
i kupan sesua loritas Jasa K
3 Rencana rnsms BPR didukung oleh b lam rangka 2 Rencana Bisnis PT.BPR Buana Astha Lestari telah disetujui oleh RUPS

yang memadai antara Ian sumber daya
manusia, teknologi |nhnnau.jarinuan kantor, kebijakan, dan prosedur,

Total nilal skala panerapan [

Rata-rata 2,00
Bobat 0,50
Nilai strukiur 1,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P}

4 Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit 2 Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan faktor ekstemal dan intemal yang
a. fakior eksternal dan inernal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dapat mempangaruhi kelangsungan usaha BPR, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-
BPR; hatian serta penerapan managEmen risiko
b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehat-hatian; dan
c. panerapan manajemen risiko.
5 Dewan rhadap rencana 2z Dewan tedah tarhadap rencana Bisnis Bank
bisnis BPR.
Total nisi skals penerapan 4
Rata-rata 200
Babat 040
Nilai Proses 0.80
C. Hasil Pensrapan Tata Kelola (H)
6 Hw:::nna bignis termasuk rencana bisnis kirpada Ororitas 2 Rincang bignis welah disampaikan kepada Otonitas Jasa Keuangan sesudi kitentuin,
gan sesuai Otoritas Jasa o
Tcnal nilai skala penerapan 2
Rata-rata 2,00
Bobot 0,10
Nilai Hasil 0,20
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K. FAKTOR 11

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Apliasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

m ( ‘ OTORITAS
KEUANGAN

Nama Lembaga Jasa Keuangan

Posisi Laporan 31 Desember 2023

A, Struktur dan Infrastrukiur Tata Kelola (S)

1 T sistem dan nan yang didukung aleh
sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber

daya manusia yang kompeten untuk menghasiikan laporan yang lengkap, akurat,

kini, dan wiuh.
Total nilai skala penerapan

Rata-rata
Bobot
Milai strukbur
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2 BPR laporan jpublikasi setiap tr
pdma sedikit memuat kaporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus

sanam sesual Otoritas Jasa

3 BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi
urmum, lparan keuangan, opini dar akuntan publik atas laporan kevangan
tahunan BPR {apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta
saluruh aspak sasuai Otoritas Jasa

4 BPR i produk, layanan danjatsu
penggunaan data nasabah BPR dengun Inrnoduman pada persyaratan dan tata
cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

5 BPR menywsun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan

diatur datam
Total nilai skala panerapan
Rata-rala
Bobot
Hilai Proses
'C. Hasdl Penarapan Tata Kelola (H)

G Laporan tah dan ibilik: i paling sedikit
oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mancantumkan NEma Secars jelas serta
USWK&‘\ secara WGP GUI tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan
dan/atay ‘Jlocias Jasa

7 & dan lagoran
nenmm dan tindak lanjut dan i 7

L sasuai secara tepat wakiu.

Tatal nilai skala panerapan
Rata-rata
Babot

Milai Hagil

PT. BPR Buana Artha Lestari

2,00
0.50
1.00

2,00
040
0,80

2,00
0,10
0.20

PT. BPR Buana Artha Lestari mempunyai sistem Informasi Manajemen dengan Penta Madia
Informasi

PT. BPR Buana Artha Lestari telah menyusun dan membuat laporan Keuangan Publikasi

PT. BPR Buana Artha Lestari telah Laporan ngan Tahunan sesuai
QUK

i Informasi i Produk, L danfatau F da Nasabah sudah
sesuai ketentuan OJK
PT. BPR Buana Artha Lestari sudah dan laporan diaty
‘dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Laporan Tahi dan Laporan igan Publikasi sudah i olah Direksi

PT. BPR Buana Artha Lestar swudah menyampaikan Lagoran Pengaduan Nasabah sesuai
ketentuan secara tepat wakiu

24



	COVER
	EDIT LAPORAN TATA KELOLA 2023 2
	Selama periode tahun 2023  tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan 


